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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda

sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

I:\L:Fgéf Nangrl:rUf Huruf Latin Nama
| Alif d”ar;gli‘;kan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
Ha(dengan titik di
< ha b bawah)
z Kha Kh Kadan ha
3 Dal D De
3 zal Z Zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ya
Es (dengan titik di
= sad } bawah)
. De (dengan titik di
o dad d ( pawah)
L a ¢ Te (dengan titik di
bawah)
1 - ; Zet (dengan titik di
bawah)
g ‘ain Komaterbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
< Kaf K Ka




J Lam L El

A Mim M Em

O Nun N En

9 Wau W We

> Ha H Ha

3 Hamzah Apostrof
2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah A A
—_— Kasrah I I
5 Dommah U )

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
..... & Fathah dan ya Ai adani
ER Fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama
] atau Fatkah dan 5 a dan garis
............ alif ya atas
- i dangaris di
S Kasrah dan ya i bawah
L7 Dommah dan 5 u dan garis di
wau atas




3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatkah,
kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah
itu ditransliterasikan dengan ha (h).
4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

J'. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh
huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan
sesuai dengan bunyinya.

. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah
perkata dan bisa pula dirangkaikan.

. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf
kapital tidak dikenal, dalam translitera si ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan
huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedomantransliterasi
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin,
Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama, 2003.



ABSTRAK

Nama - WILDAN HAKIM NASUTION

NIM : 1410100048

Prodi/fakultas : Ahwal Al-Syakshiyah/Syariah Dan lImu Hukum

Judul Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda

Agama Pada Masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Judul diatas menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di
Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah, warisan
merupakan hal yang mengandung konflik dan sangat sensitif dalam agama.
Pembagian harta warisan yang dilakukan terhadap ahli waris beda agama semata-
mata untuk menghidari perselisihan dan juga pertengkaran antara ahli waris. Apabila
warisan tidak diberikan kepada ahli waris berbeda agama maka akan menimbulkan
pertengkaran dan perpecahan diantara keluarga pewaris. Jumlah bagian setiap ahli
waris yang diberikan dan ditetapkan oleh pewaris sendiri dengan cara musyawarah
dengan semua ahli warisnya tanpa melalui ketentuan menurut hukum kewarisan
Islam.

Penelitian ini membahas “Pembagin Harta warisan Bagi Ahli Waris Berbeda
Agama Pada Masyarakat Desa Pahiemel Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten
Tapanuli Tengah” Fokus utama skripsi ini untuk mengetahui alasan-alasan pewaris
memberikan warisan kepada ahli waris beda agama di Desa Pahiemel Kecamatan
Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif kualitatif. Peneitian ini akan menggambarkan bagaimana alasan-alasan
pewaris memberikan warisan kepada ahli waris beda agama di Desa Pahieme 1
Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dan menjelaskan berbagai hal
yang berkenaan dengan pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilkukan dalam skripsi ini dapat
digambarkan bahwa sistem kewarisan di masyarakat Desa Pahieme 1 tidak sesuai
dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam sistem kewarisan tersebut ahli waris
berbedada agama tetap mendapat warisan dari orang tuanya sama seperti ahli waris
yang lainnya dengan alasan karena orang tua sangat sayang kepada ahli warisnya,
khawatir akan terjadi pertengkaran dan permusuhan diantara ahli waris dan juga
karena orang tuanya walaupu sudah berbeda agama tetap anaknya dan darah
dagingnya sendiri.

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam dan undang-undang kewarisan
Islam yang berlaku di Indonesia berbeda agama merupakan salah satu penghalang
untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan
manusia. Tidak ada dalam kehidupan manusia suatu hal yang lepas dari perhatian
agama Islam. Bahkan ketika seorang telah meninggal dunia harta yang
ditinggalkanpun akan menjadi objek kajian dalam Islam, kemana harta tersebut
dan siapa yang berhak menerima'. Kewarisan merupakan suatu kajian yang
berhubungan langsung dengan kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa
yang menimbulkan persoalan baru bagi sebuah keluarga selain rasa duka yang
menimpa ahli musibah, harta waris yang ditinggalkan merupakan masalah yang
tidak kalah pentingnya untuk segara diselesaikan.

Dalam pelaksanaan faraid, sebelum harta dibagi antara ahli waris si mayit,
terlebih dahulu diperhitungkan biaya pengurusan jenazah.? Karena itu sistem ini
mencegah terjadinya pemusatan harta waris pada kelompok tertentu. Sehingga
dalam pembagian harta warisan akan menyeluruh kepada semua ahli waris yang
berhak menerima.

Sistem waris merupakan salah satu sumber kepemilikan yang alami,

kepemilikan yang bersifat otomatis sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Di

! Anshari Taslim, Ilmu Mawaris, (Jakarta: Hanif, 2006), him. 1.
?Satria Efendi dan Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 238.



dalam syariat Islam, pembagian warisan merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan umat, sistem pembagian harta warisan ini sesuai dengan fitrah
manusia, menjawab keinginan fitrah jiwa manusia untuk selalu menunjukkan
adanya rasa cinta orang tua terhadap anak cucu mereka. Rasa cinta dan keinginan
untuk melestarikan keturunan mereka diatas bumi dapat terjembatani dengan
adanya sistem waris itu.

Pembagian warisan yang tidak adil dapat menghancurkan keharmonisan
hidup dalam rumah tangga, seperti masing-masing ahli waris merasa pembagian
warisan yang diterima tidak adil. Untuk menghindari banyaknya permasalahan
yang terjadi maka dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa pembagian warisa
harus segera diselesaikan bilamana si pewaris sudah meninggal dunia.

Islam melalui firman Allah SWT. telah mengatur dan menetapkan siapa-
siapa saja yang mendapat warisan dan jumlah bagian yang harus diterima.
Dengan demikian, islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang
didapatkan dengan cara yang baik serta mengakui juga atas perpindahan harta
benda yang dimiliki seseorang semasa hidup kepada ahli warisnya sesudah dia
meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan
antaraanak kecil maupun orang dewasa.

Allah SWT. merupakan zat yang maha tahu atas segala sesuatu sehingga
islam melalui ilmu faraidtelah disempurnakan sebagai pedoman hidup bagi setiap
umat dalam pembagian harta waris, sehingga dalam hal ini tidak seorangpun yang

akan dibedakan atas sesuatu alasan yang dapat merugikan pihak manapun dan



tidak ada sedikitpun celah bagi seseorang untuk menetapkan bagian warisan
sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian, kita telah diwajibkan
untuk melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang telah diajarkan oleh
Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam hal ini pelaksanaan waris akan berjalan sesuai dengan ketetapan
yang telah ditentukan oleh islam melalui firman Allah SWT. dan sunnah Rasul-
Nya karena jelas ancaman bagi tiap-tiap orang yang melanggar ketentuan yang
telah Allah SWT. tetapkan.

Desa Pahieme merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten
Tapanuli Tengah Tecamatan Sorkam Barat, dan merupakan desa yang
penduduknya mayoritas beragama Kristen yaitu sekitar 70% dan sekitar 30%
penduduknya yang beragama Islam, dengan demikian karena penduduknya
mayoritas kristen,dan merupakan masyarakat yang berbaur antara islam dengan
kristen baik di acara pesta pernikahan maupun dalam pergaulan sehari-hari
sehingga tidak jarang masyarakat Pahieme pindah agama yang beragama islam
masuk agama kristen yang agama kristen masuk agama islam, perpindahan agama
tersebut sebagian besar disebabkankan karena faktor perkawinan.®

Sistem pembagian warisan yang terjadi di desa pahieme yaitu jika ada
ahli waris yang pindah agama kristen maka ahli waris tersebut tetap mendapat
warisan tanpa membedakan agama si ahli waris, dalam sebuah keluarga

mempunyai anak tujuh bersaudara dimsana salah satu anaknya pindah agama dan

*Batahi Roha, Kepala Desa Pahieme,Wawancara 02 juni 2018.



anak tersebut tetap mendapat warisan dari orangtuanya sama seperti ahli waris
lainnya,* dalam keluarga lainnya yang terdiri dari lima orang bersaudara dan salah
satu anaknya pindah agama setelah dilakukan pembagian warisan anak yang
pindah agama tersebut tetap mendapat warisan dari orangtuanya sama seperti ahli
waris lainnya tanpa membedakan agama si ahli waris,® kemudian dalam keluarga
yang lainnya yang terdiri dari tujuh orang bersaudara dimana salah satu anaknya
pindah agama setelah dilakukan pembagian warisan anak tesebut tetap mendapat
warisan dari orangtuanya tanpa membedakan agama si ahli waris.® Kelurga
tersebut yaitu Tinorhon Psaribu, Altani Gorat dan Turutan Pasaribu.

Berdasarkan pembagian warisan yang terjadi di Desa Pahieme tersebut
belum sesuai dengan undang-undang kewarisan yang berlaku di indonesia yaitu
kompilasi hukum islam mengatakan yaitu:

a. pasal 171 bagian b dan c:

(b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berasarkan putusan pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

*Tinorhon Pasaribu, warga pahieme, wawancara 04 januari 2019.
>Altani Gorat , Warga Pahieme. Wawancara 04 januari 2019.
®Turutan Pasaribu, Warga Pahieme, Wawancara 06 januari 2019.



b. pasal 172

ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu
identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru
lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau
lingkungannya.”’

Dengan demikian yang dimaksud dengan pasal tersebut bahwa antara
pewaris dengan ahli waris harus sama-sama beragama islam agar bisa saling
mewarisi, berdeda halnya dengan sistem kewarisan yang terjadi didesa pahieme
dimana dalam sebuah keluarga yang berbeda agama saling mewarisi.

Dengan demikian, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk
melakukan penelitian, dengan berbagai hal yang telah dipaparkan pada latar
belakang diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian “Pembagian
Harta Warisan Bagi Ahli Waris Berbeda Agama Pada Masyarakat Desa
Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah”

B. Fokus Masalah

Sebuah penelitian tidak mungkin dapat mencakup segala aspek dari suatu
permasalahan. Akan tetapi sebuah penelitian mengacu pada sebuah pokok
permasalahan sehingga tidak menyimpang dan tidak kehilangan arah dari inti
sebuah masalah pokok yang diangkat oleh penulis, maka penulis mempokuskan

pada pembagian waris beda agama dalam keluarga.

"Kompilasi Hukum Islam, pasal 171-172, him. 81-82



Dengan demikian apa yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian

adalah Pembagian Harta Waris Beda Agama Dalam Keluarga Berdasarkan

Tradisi di Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang

akan di teliti adalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 tentang hukum waris

Islam ?

2. Apa alasan hukum ahli waris beda agama masih mendapatkan hak kewarisan

di Desa Pahieme 1?

3. Apa alasan sosiologis dan pilosofis ahli waris beda agama masih mendapatkan

warisan di Desa Pahieme 1?

D. Batasan Istilah

1.

Sistem warisan adalah berbagai perangkat atau unsur yang secara teratur
saling berkaitan tentang aturan perpindahan hak milik seseorang yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya.®

Masyarakat desa Pahieme adalah masyarakat yang sebagian besar
mayarakatnya beragama kristen yaitu 70 % dan yang beragama islam 30 %
yang terletak didaerah kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah,

sebelah utara berbatasan dengan desa Pahieme 2, sebelah sebelah barat

#Sudarsono, HukumMawarisdansistem bilateral, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1991). Hal. 16



berbatasan dengan sipea-pea, sebelah selatan berbatasan dengan pasar
Sorkam, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Pane.
E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1
terhadap hukum waris Islam

2. Untuk mengetahui alasan hukum ahli waris beda agama masih mendapatkan
hak kewarisan di Desa pahieme 1.

3. Untuk mengetahui alasan sosiologis dan pilosofis ahli waris beda agama
masih mendapatkan warisan di Desa pahieme 1.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang eksistensi dan
penerapan pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam dalam
masarakat desa Pahieme.

b. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi masayarakat tentang bagaimana
sebenarnya pembagian harta warisan yang dianjurkan oleh syar’i.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar (S.H).

G. Sistematika Pembahasan
Agar skripsi ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membuat

sistematika pembahasan sebagai berikut:



Bab | merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, batasan
masalah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab Il merupakan kajian teori yang penulis lakukan sebagai teori dasar
dalam islam tentang harta warisan, terdiri dari pengertian dan dasar hukum waris,
pembagian ahli waris, syarat dan rukun mewarisi, macam-macam ahli waris,
sebab-sebab dan penghalang kewarisan. wasiat wajibah dan praktik di pengadilan.

Bab 11l merupakan meteodologi penelitian, terdiri dari data geografis,
waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, informan, sumber data, tehnik
penggunaan data, tehnik dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian, terdiri dari pelaksanaan pembagian
hartabwaris beda agama di Desa Pahieme, faktor pembagian harta waris beda
agama terhadap ahli waris, dan analisis penulis.

Bab V merupakanpenutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan
1. Pengertian Waris

Dalam istilah kematian, semua yang bernyawa pasti akan mengalami
kematian, orang yang mati akan meninggalkan seluruh harta benda dan
kekayaan yang ia miliki karena itu sudah menjadi kepastian dan hukum
mutlak dalam sebuah kehidupan. Akan tetapi, perkara waris ini sering kali
menjadi perselisihan ditengah-tengah kehidupan manusia, padahal Allah SWT
telah jelas menerangkan di dalam firmannya tentang pembagian harta warisan.
Hukum warisan adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik
seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hak-hak ahli waris
dalam hukum kewarisan islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau
bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan
dalam Al-Qur’an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.
IImu yang mempelajari tentang kewarisan disebut ilmu mawaris atau lebih
dikenal dengan istilah faraid. Kata “waris” dapat ditemukan dalam QS. An-

naml[27]: 16
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Artinya: Dan sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata:
wahai manusia kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi
segala sesuatu sungguh, semua ini benar-benar karunia yang
nyata’

dan Q.S An- Qashash [28]: 58

P
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Artinya: Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang sudah bersenang-
senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, Maka itulah
tempat kediaman mereka yang tiada di diami lagi setelah mereka,

kecuali sebahagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.?

Mawaris mempunyai cakupan yang global, hal ini dikarenakan bukan
hanya perpindahan harta benda semata, akan tetapi juga mengenai ilmu dan
kemuliaan. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewaris adalah
perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah
meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-

bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.

'Kementerian Agama RI, Al- Qur’an Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid, (Jakarta: Al-
Hadi Media Kreasi, 2015), him. 378
? 1bid, him. 392
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Secara bahasa, waris berasal dari bahasa arab yaitu warasa-yarisu-
warisan berarti berpindahya harta seseorang kepada seseorang setelah
meninggal dunia.> Hukum waris dalam ajaran islam sering disebut dengan
istilah “faraid” (u=3_2), bentuk jamak dari “faridah” (+=:_8) yang berasal dari
kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).®

Perkataan al-fardu, sebagai suku kata dari lafaz farudah menurut
bahasa mempunyai beberapa arti, misalnya di dalam beberapa ayat Al- Qur’an
sebagai berikut.’

Q.S Al-Bagarah[2]: 197

Y)\J)MYijWCAJ quSu.A.S w}l’:”}’|”l

27 B i B e w
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Artinya: Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi barang siapa
mengerjakan (ibadah) haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah
ia berkata jorok (rafats),berbuat maksiat dan bertengkar dalam
melakukan ibadah haji, segala yang baik yang kamu kerjakan,
Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-
baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-
orang yang berakal sehat.’

®*Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2011), Cet. 1. him. 17

*Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cet.

2. him. 49.

him. 2

>Asy Munni A. Rahman, Zakiah Darajat, Ilmu Figh 3, (Jakarta: Dep. Agama 1986), Cet. 11,

®Kementerian Agama RI. Op, Cit, him. 396.
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Artinya: Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.’

Adapun dalam Al-Qur’an ditemukan banyak kata warasa yang berarti

menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan dan menerima

’Kementerian Agama RI, Op, Cit. him. 78.
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warisan.? Oleh karena itu, bentuk jamak dari kata waris adalah mawaris, yang
berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli
warisnya.

Al-miras menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak
kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih
hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa
hak milik secara syar’i.® Secara istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang
jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al- Qur’an dan sunnah nabi”*
2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum islam, sebagai hukum agama
(islam) adalah nash atau teks ang terdapat dalam AL-Quran dan sunnah nabi.
Ayat-ayat AL-Quran dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur

kewarian itu sebagai berikut:**

a. Q.S An-Nisa [4]. 7-8

5 LS Laad L5 05031 ol 5 LS Cead e
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®Habiburrahman, Op, Cit, him. 17.

’Ibid, him 17.

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 41.
" Ibid, him. 7
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Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak  menurut bahagian yang telah  ditetapkan.[7]
dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan
orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan
ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.[8]"

b. Q.S An-Nisa [4]: 11-12
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>Kementerian Agama RI, Op, Cit. him. 78.
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Artinya: Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,
jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.(11)

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari
harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh
seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam
yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
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(kepada ahli waris)(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syari‘at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Penyantun.(12)"

Berdasarkan firman inilah dasar yang menjadi acuan hukum bagi
manusia dalam pembagian warisan. Allah SWT. telah menetapkan siapa-siapa
yang berhak menerima waris, begitu pula dengan bagian masing-masing ahli
waris.

B. Macam-macam Ahli Waris
Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada
saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan.14 Dengan demikian yang dimaksud dengan ahli waris
adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya
meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.

Anhli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli
waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah
(kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan
kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan
memerdekakan budak.

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka

menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

Ibid, him. 78-79
4 pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.
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Ahli waris Dzawil Furudh adalah ahli waris yang mempunyai

bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur’an, yaitu : 1/,; 1/, ; 1/g;

a.

Furudh 1/, . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :

Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja

Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang

saja

Suami, bila pewaris tidak meninggalkan anak

Furudh 1/, . Ahli Waris yang menerima furudh ini adalah :

Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak

Istri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak

Furudh 1/5. Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :

Istri, bila pewaris (suami) meninggalkan anak

Furudh 1/, . Ahli waris yang meneria furudh ini adalah :
Ayabh, bila pewarisnya anak

Kakek, bila pewaris meninggalkan anak

Ibu, bila pewaris meninggalkan anak

Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa saudara
Nenek, bila pewaris tidak meninggalakan anak

Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan
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e.  Furudh 1/;.Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- lbu, bila ia mewarisi bersama ayah dan pewaris tidak
meninggalkan anak atau saudara
- Saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila terdapat lebih dari
seorang
f. Furudh 2/, . Ahli waris yang menerima furudh ini adalah :
- Anak perempuan bila ia lebih dari seorang
- Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau
lebih.*®
2. Ahli Waris ‘Ashabah
‘Ashabah dalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum
kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat bahwa mereka
berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan
sebagai ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah
diterangkan terlebih dahulu. (Dzawil Furudh).
apabila seseorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang
memperoleh bagian tertentu (Dzawil Furudh), maka harta peninggalan
itu semuanya diserahkan kepada ashabah . akan tetapi, apabila ada
diantara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi

bagian ashabah.

> Ibid., him. 37.
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Para ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua

sisa, diatur menurut susunan :*°

1.

2.

8.

9.

Anak laki-laki.

Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja
pertaliannya masih terus laki-laki.

Bapak.

Kakek dari pihak bapak dan terus keatas, asal saja pertalian belum
putus dari pihak bapak.

Saudara laki-laki sekandung.

Saudara laki-laki sebapak.

Anak saudara laki-laki kandung.

Anak saudara laki-laki sebapak.

Paman yang sekandung dengan bapak.

10. Paman yang sebapak dengan bapak.

11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.

12. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak.

Ashabah ada tiga macam, yaitu ashabah karena dirnya sendiri

(ashabah bin nafsi), ashabah karena yang lain (ashabah bil ghair), dan

ashabah bersama yang lain (ashabah ma’al ghair).

a.

Ashabah bin nafsi adalah setiap laki-laki yang dalam nisbatnya

dengan si mayit tidak dimasuki oleh wanita. Jika ahli waris yang

'8 Ibid., him. 38.
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ditinggalkan terdiri dari amak laki-laki dan perempuan, maka
mereka mengambil semua harta maupun semua sisa. Cara
pembagiannya adalah untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat
bagian anak perempuan.

b. Ashabah bil ghair adalah ashabah dengan sebab orang lain.
Perempuan juga dapat menjadi ashabah dengan ketentuan sebagai
berikut :*'

1). Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan
menjadi ashabah dengan ketentuan bahwa untuk ana laki-
laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.

2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik
saudaranya yang perempuan menjadi ashabah.

3). Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya
yang perempuan menjadi ashabah.

4). Saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya
yang perempuan menjadi ashabah.

C. Ashabah ma’al ghair adalah ashabah bersama orang lain. Ashabah
ini hanya dua macam yaitu :

1). Saudara perempuan sekandung, yaitu apabila ahli warisnya
saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan

anak perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang

7 Ibid., him. 39.
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atau lebih), maka saudara perempuan menjadi ashabah
ma’al ghair . sesudah ahli waris yang lain mengambil
bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara
perempuan tersebut.
2). Saudara perempuan sebapak, yaitu apabila ahli warisnya
saudara sebapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan
(seorang atau lebih) atau saudara perempuan sebapak atau
cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara
perempuan menjadi ashabah ma’al ghair .
3. Ahli Waris Dzawil Arham
Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan
pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka
tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk
dzawil furudh dan ashabah tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis
perempuan.
C. Syarat dan Rukun Mewarisi
1. Syarat Mewarisi
Waris-mewarisi berfungsisebagai pergantian kedudukan dalam

memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan
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orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena

itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu yaitu:'®

a. Kematian seorang muwarris (orang yang mewariskan).

b. Hidupnya waris (orang-orang Yyang mewarisi) disaat kematian
muwarris. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup saat kematian
muwarris, baik matinya itu secara hagiqi maupun taqdiri berhak
menerima harta peninggalannya.

Inilah syarat mewarisi yang meski dipenuhi, meskipun dua syarat
ini telah terpenuhi namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi
harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta
peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu atau
lebih dari penghalang kewarisan.

2. Rukun Mewarisi

Harta peninggalan atau bagian harta peninggalan yang sisa sesudah
dipotong kewajiban si mayit, wajib didahulukan terhadap pusaka, menjadi
hak waris. Dalam waris mewarisi ada tiga unsur yang perlu diperhatikan,
dimana setiap unsur harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur
ini didalam kitab fikih dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan
syarat untuk tiap-tiap rukun. Sehubungan dengan pembahasan hukum
waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi yaitu:

a. Harta peninggalan (mauruts)

¥Muhibbin Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),him. 62
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b. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (muwaris)
c. Ahli waris."
D. Sebab-sebab Kewarisan dan Penghalang Kewarisan
Menurut syari’at islammasalah waris-mewarisi bukanlah sesuatu yang
muncul dengan sendirinya,?® akan tetapi karena ada sebab-sebab kewarisan
yang menjadi tali pengikat suatu hubungan di dalamnya. Disamping itu juga
ada beberapa sebab yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari
sipewaris padahal semestinya yang bersangkutan berhak atas waris tersebut.
1. Sebab-sebab Kewarisan
Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas
tiga macam, yaitu sebagai berikut:
a. Kekerabatan atau Hubungan Nasab
Seperti kedua orangtua (ibu bapak), anak, cucu, dan orang yang
bernasab dengan mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S al- Ahzab

[33]: 6
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*Muhibbin, Abdul Wahid, Op, Cit. him 57.
2%Sydarsono, Hukum Mawaris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), him.
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Artinya:Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin
dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu
mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab
Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang
Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik[1201] kepada
saudara-saudaramu (seagamag. adalah yang demikian itu telah
tertulis di dalam kitab (Allah).**

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang
mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran.
Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat
karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang
tidak dapat dihilangkan begitu saja. %

b. Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akadnikah
yang sah dan dan terjadi antara suami-istri yang melakukan pernikahan
tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah
menurut syari’at islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang
laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih

terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang

lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, adalah

?'Kementerian Agama RI, Op Cit. him. 418
’Dian khairul Umam, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), him. 18.
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bijaksana kalau Allah SWT memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan
pengorbanan sebagai jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya
maninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak
suami maupun istri tidak bisa terhijab nugson (dikurangi bagiannya) oleh
anak turun mereka atau ahli waris yang lainnya.?®

c. Wala’ (hubungan perbudakan)

Wala’ yaitu: seseorang berhak mendapatkan waisan dari bekas
budak yang telah dimerdekakannya. Pembebasan seorang budak berarti
pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan
yang sama dengan manusia lainnya. Apabila yang dimerdekakan itu
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan
nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya berhak
menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal
dunia, bekas budak yang dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan

dari harta warisan bekas dari tuannya.?*

2|bid, him. 22
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him. 76-77

Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
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d. Islam
Seorang muslim yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli
waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada baitul maal,
dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.?
2. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan
Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan
tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang
yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang
memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan yaitu:*®
a. Pembunuhan
Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, mak ia tidak
berhak memperoleh harta warisannya. Sebagaimana telah disabdakan

oleh Rasululloh SAW.
Bl s plus adde Jaa dd Jsu )y JB oas (e 4l 08 uadi (e (2
(e &l yaall e (B
Artinya: Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya sari kakeknya ia berkata
Rasululloh SAW. bersabda: orang yang membunuh tidak

dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang

dibunuhnya.

>Syhrawardi, K. Lubis, Hukum Mawaris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. 3. him.
53.
%% Dian khairul umam, Op Cit, him. 30
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Adapu hikmahnya ialah jika pembunuh tidak gugur haknya
untuk mewarisi harta orang yang dibunuh, niscaya banyak orang yang
membunuh kaum kerabatnya untuk memiliki harta mereka. Akibatnya
akan timbul kekacauan dan dapat menggoyahkan sendi-sendi
ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Dari segi yang
lain, pembunuhan itu sendiri adalah suatu perbuatan biadab (kejahatan
yang sangat keji). Akal yang sehat dan hukum syara’ tentu tidak dapat
menerima kalau perbuatan yang keji ini menjadi suatu cara seseorang
meraih kemewahan memiliki dan menikmati dan memanfaatkan harta
orang yang menjadi korbannya.?’

b. Hamba Sahaya
Hamba sahaya tidak berhak memperoleh pembagian harta yang
ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat. Karena, jika ia
memperolehnya maka akan diambil oleh tuannya yang nota-bene
merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan
dengan yang wafat. Sebagaimana telah diungkapkan para ahli figh
dalam kaidah yang populer

DA:\....JDJ..]U_\SXALA)A,\:J\

*’Muhammad Ali Al- Sabouni, Hukum Kewarisan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005). HIm.52-
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Artinya: Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak
milik tuannya.”®
c. Berlainan Agama
Berlainan agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan
bahwa seorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi kepada
orang non-Muslim demikian juga sebaliknya sebagaimana sabda

Rasululloh SAW.

alusall &5 ¥: QB sl e i ) o)) dle Al iy ) 0 Al (e
alall Bl Gy i L))

Artinya: Dari usamah bin zaid ra. Bahwa rasulullah saw. bersabda:

“tidak mewarisi orang islam kepada orang kafir dan orang
kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam”*°

Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran dalam
penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang
mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim sedang orang yang
akan menerima warisan tidak beragama islam, maka ia terhalang

mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk islam agama islam

sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan.*

*®Muhammad Ali Al-Saobuni, Op, Cit. him. 51.

?° Al-Hadits, Sunan ibnu Majah, Terjemahan Abdullah Shonhaji, dkk, Asy-syfa, Semarang,
juz 2, Cetakan pertama, 1992, him. 626.

**Amin husein nasution, Op, Cit, him. 82.



29

Dalam memahami dan menghubungkan hadis tersebut
kepada keumuman hak kewarisan dalam Al-Quran serta kepada
beberapa pertimbangan lain, muncul perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Semua ulama berpendapat bahwa orang kafir idak berhak
menerima warisan dari seorang muslim. Disamping berargumen
dengan sunnah nabi golongan tersebut juga meggunakan argumen
rasional yaitu hak seseorang atas orang lain itu merupakan suatu
wewenang atau wilayah sedangkan Allah SWT dalam isyarat Al-
Quran menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak mempunyai wilayah
terhadap orang islam. Kesimpulannya adalah orang kafir tidak boleh
atau tidak berhak menerima warisan orang muslim.

Sebagian besar para ulama ahli hukum islam berpandangan
bahwa perbedaan agama menjadi halangan bagi seorang ahli waris
untuk bisa menerima harta warisan, baik sebagai muslim maupun non
muslim. Ahli waris muslim tidak bisa menerima warisan dari orang
non muslim. Begitu pula sebaliknya, ahli waris non muslim tidak bisa
menerima warisan dari orang muslim.

Pandangan ini, secara turun temurun memang menjadi
pandangan mainstream dalam wacana hukum waris islam. Pada setiap
literatur dan materi hukum waris islam yang diajarkan baik di lembaga

pendidikan formal maupun non formal, pandangan inilah yang menjadi

! Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), cet, 4. HIm. 88
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menu dan acuan utama. Namun, sebagaimana telah disebutkan pada
pembagian pendahuluan di atas, masalah perbedaan agama sebagai
salah satu halangan menerima warisan terhitung sensetif. la tidak
hanya berkaitan dengan benturan antara kepentingan mendapatkan
harta warisan di satu sisi, tetapi juga dengan pola relasi antar ummat
beragama yang sarat ketegangan di sisi yang lain.

Benturan yang sensitif ternyata sudah dirasakan oleh para ahli
hukum islam pada masa awal. Tebukti, tokoh-tokoh sahabat sekaliber
Mu’adz ibn Jabal dan Mu’awiyah ibn Abi Sufyan pernah menghadapi
kasus pelik terkait kasus sengketa harta warisan. Diceritakan, suatu
saat, Muadz kedatangan dua orang tamu bersaudara yang bersilang-
sengketa memperebutkan harta warisan. Keduanya berlainan agama
muslim dan yahudi sementara ayah mereka yang baru saja meninggal
kebetulan beragama yahudi. Pasca kematian sang ayah, anak yang
beragama yahudi mengklaim semua harta warisan, menjadi miliknya
dengan alasan saudaranya yang muslim berbeda agama dengan sang
ayah. Tentu saja, anak yang muslim merasa keberatan dan menunut
bagian harta warisan. Menghadapi kasus tersebut, Muadz dan
Mu’awiyah ternyata menyampaikan fatwa yang berbeda dengan
landasan tekstual yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa

anak yang muslim sama dengan yang beragama yahudi, yaitu sama-
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sama berhak menerima harta warisan. Argumentasi tekstualnya adalah
hadits berikut ini.
S lalldaniay ol g sl an Al Sl Y55 5 23 Y)
Artinya: Islam akan selalu bertambah dan tidak akan pernah
berkurang. (H.R. Abu Dawud, dinilai shahih oleh al-
hakim).%

Uniknya, meskipun berpijak kepada landasan tekstual yang
cukup membuat kita mengernyitkan dahi, fatwa Muadz dan putusan
Muawiyah tersebut ternyata diamini oleh sejumlah tokoh kalangan
tabi’in seperti Masruq Said al Ibnu Musayyab. Bahkan, tokoh tersebut
teakhir secara terang-terangan menyatakan kekagumannya terhadap
fatwa dan putusan yang dianggapnya brilian itu

Yy QUSH Jal ¢y Ay lae 4y (i o Lial (e Gueal 2lad Sl L
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Artinya: belum pernah dijumpai putusan yang secerdas dan
seberilian putusan Muawiyah. Orang islam bisa menerima
warisan ahli kitab, sementara mereka tidak bisa menerima

warisan dari orang islam, Sama denga pernikahan, orang

32 Al-Hadits, Sunan Abi Daud, Terjemahan Bey Arifin, dkk, asy-Syifa, Semarang jilid 3,
Cetakan pertama, 1992, him. 512.
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islam boleh menikahi perempuan kalangan mereka, tetapi
mereka tidak bisa menikahi perempuan muslimah.
Terlepas dari kontroversi seputar validitas transmisi (sanad)-
nya, riwayat diatas menyiratkan dua hal penting yaitu:

1. Sengketa harta warisan, terlebih-lebih yang diwarnai oleh nuansa
ketegangan antar agama, adalah kasus sensitif yang memerlukan
penalaran yang komperehensif dan bijak. Di satu sisi, berpijak
hanya kepada acuan tekstual an sich hanya akan berpotensi
memperparah  ketegangan.  Sementara  di  sisi  lain,
mengenyampingkan sama sekali pijakan tekstual tentu bukan cara
yanng tepat, karena akan mendapatkan penolakan di mana-mana.

2. Inovasi hukum yang mengakomodir kebutuhan dan kondisi aktual
telah dilakukan semenjak masa awal islam. Dalam ruang lingkup
hukum waris islam, inovasi masalah warisan beda agama,
sebagaimana diceritakan oleh riwayat Muadz dan Muawiyah di
atas, hanyalah satu contoh saja dari sekian banyak inovasi hukum
waris yang dilakukan pada masa sahabat. Sebut saja, misalnya,
masalah aul dan radd,gharrawin dan musyarakah. Masalah-
masalah kewarisan tersebut sarat dengan inovasi, karena setelah
jika diamati dengan cermat dan kritis, semuanya telah mengubah
(sedikit-sedikit) bagian semua ahli waris dari apa yang tertuang

secara defenitif dalam teks Al-Quran. Menariknya, semua inovasi
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tersebut ternyata tidaklah selalu bergulir dengan mulus.
Perlawanan dari sejumlah sahabat lain, utamanya yang berhaluan
skriptualis, terhitung cukup keras dan sengit. sebagai contoh, pada
kasus masalah musyarakah, Umar ibn Khattab sang tokoh
penggagas yang saat itu sedang menjabat sebagai khalifah, di
tentang habis-habisan oleh Abd Allah ibn Abbas dan Ubay ibn
Kaab. Alasan mereka gagasan Umar tersebut berlawanan dengan
ketentuan tekstual Al-Qur’an.*®

Ketentuan tentang halangan mendapatkan warisan pada

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ternyata cukup tersebar di

beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 171 itembdanc

(b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasaarkan putusan pengadilan
beragma islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

(c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan
dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena

hukum untuk menjadi ahli waris.

b. Pasal 172:

** Muchit. A. Karim. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Indonesia,
(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012). him. 153-156
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Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari
kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,
beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.®

c. Pasal 173: item a dan b:
apabila Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
dihukum karena:
a) Dipersalahkan telah mebunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris
b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih
berat.

Apabila dicermati menurut pijakannya, ketentuan KHI tentang
halangan menerima waris bisa diklasifikasi menjadi tiga bagian yaitu:
a. Bagia-bagian yang diadaptasi dari literatur-literatur figih islam.

Termasuk dalam bagian ini adalah:
1) Harus beragama islam (pasal 171 dan 172).

2) Membunuh (pasal 173 iten a).

** Kompilasi hukum islam, pasal 171-173. HIm. 81-82
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b. Bagian yang sepertinya diadopsi dari BW pasal 383 item 1 dan 2
termasuk dalam bagian ini adalah
1) Mencoba membunuh (pasal 173 item a).

2) Memfitnah pewaris bahwa dia pernah melakukan suatu
kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun
atau hukuman yang lebih berat lagi (pasal 173 item b).

c. Bagian yang merupakan inovasi ketentuan tentang halangan
menerima warisan Vyaitu halangan menerima waris karena
menganiaya berat terhadap pewaris (pasal 173 item a).

Klasifikasi diatas menyiratkan sebuah kenyataan menarik, yaitu
bahwa ketentuan KHI tentang halangan menerima warisan (pasal 171, 172,
dan 173) merupakan bentuk kompromistikdari hukum waris islam disatu sisi
dan BW disisi yang lain. Bentuk kompromistik seperti itu tentu memerlukan
kajian yang komperehensif, agar memiliki pijakan metodologis yang bisa
dipertanggungjawabkan.

Seperti ditegaskan oleh Bustanul Arifin, salah seorang tokoh perumus

KHI, pasal 173 KHI aalah serapan dari materi hukum BW yang tumbuh dari
norma dan etika agama keristen. Meski demikian, perlu ditelusuri secara
lebih jelas apakah penyerapan aturan kewarisan BW tersebut bertentengan
dengan hukum islam ataukah tidak.*® Selama ini setiap inovasi dan

pembaruan hukum islam, khususnya yang berkaitan dengan waris, selalu

** |bid, him. 156-159
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berbenturan dengan sebuah konstruksi pemikiran yang terkristalisasi menjadi
prinsip kemutlakan otoritas ujaran verbal teks Al-Quran dan Al-Hadits.
Prinsip tersebut tercermin dari beberapa teori ushul figih berikut:

a. Teori mufassar atau nash.

Menurut para ulama ushul figih, hal-hal rinci dalam teks Al-Quran
dan Al-Hadits, semisal angka-angka 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dalam bidang
waris, dinilai bersifat defenitif serta tidak memiliki makna apapun lagi
selain jumlah matematis yang dikandungnya. Hal-hal rinci tersebut disebut
dengan mufassar menurut ulama Hanafiyah atau nash menurut ulama
Mutakallimun. Hal-hal rinci yang bersifat defenitif tersebut menutup
peluang bagi upaya ta ‘wil (penafsiran metaforis) ataupun takhshish serta
hanya menerima nash. Oleh karena itu, ia harus diterapkan apa adanya.

b. Teori maslahah gharibah.

Sebagai konsekuensi dari mufassar di atas, maka pertimbangan
kemaslahatan apapun, sekuat apapun ia, bila bertentangan dengan ujaran
nash yang kandungan maknanya berstatus gath’i al-dalalah, sama sekali
tidak memiliki nilai hukum. Dalam arti, ia tidak bisa dijadikan sebagai
acuan dalam penalaran hukum. Dalam ushul al-figh, kemaslahatan seperti
ini diistilahkan sebagai mashlahah gharibah atau munasib mulgha

(kemaslahatan yang asing serta tidak memiliki nilai hukum).
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c. Teori hadits ahad
Mayoritas ulama, seperti dikutip oleh Al-Nawawi, menyatakan
bahwa menerapkan hadits ahad sepanjang garis transmisinya valid
(shahih), adalah wajib hukumnya, terlepas dari apakah muatan maknanya
yang bersifat defenitif (gath’i) masih spekulatif (zhanni). Kenscayaan
menerapkan hadis had bukan dipengaruhi oleh muatan maknanya,
melainkan karena diperintahkan oleh Allah SWT dan rasulnya.*

Terkait dengan semangat inovasi hukum tentang halangan
menerima warisan disaat dihadapkan dengan prinsip kemutlakan otoritas
ujaran verbal teks Al-Quran dan Hadits, perlu diingat dua hal berikut:

1. Tidak dijumpai satu ayat pun dalam al-Qur’an yang menyatakan secara
eksplisit tentang halangan menerima waris. Diantara sekian ayat waris
dalam al-Quran. utamanya surat an- nisa sama sekali tidak dijumpai
pernyataan tentang halangan menerima warisan. Ayat al-Quran yang
biasanya dijadikan sebagai pijakan bagi halangan menerima waris,
utamanya dalam kasus perbedaan agama, adalah ayat Q.S An-nisa 141:

-~
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Artinya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-
orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*’

*® 1bid, him. 161
37 Al-Qur’an, Surah An-nisa’:4: 141, hlm. 146
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Namun ayat diatas sebenarnya tidak berbicara tentang halangan
menerima waris, melainkan tentang orang-orang munafig yang oportunis,
bermuka dua, sehingga tidak tepat jika dijadikan sebagai landasan tekstual
bagi perbedaan agama sebagai halangangan menerima warisan.

2. Pijakan tekstual ketentuan halangan menerima waris, adalah hadits
Rasulullah saw, sebagaimana telah disebutkan yaitu:
e (Bite aluadl HSH &y Yy HSI alidll &3 Y
Artinya: Orang muslim tidak bisa menerima warisan dari orang Non
Muslim. Begitu juga sebaliknya, orang Non Muslim tidak bisa
menerima warisan dari orang Muslim. (H.R. al- Bukhari dan
Muslim).

Di satu sisi, hadits tarsebut memang dinilai valid (shahih) sehingga
dinilai memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber hukum. Faktanya,
hadits itulah terlepas dari defenitif atau spekulatif muatan maknanya yang
dipakai sebagai pijakan utama bagi ketentuan parbedaan agama sebagai salah
satu penghalang menerima warisan.

Pada kenyataannya, otoritas hadits tarsebut memang begitu Kkuat
pengaruhnya terhadap ketentuan hukum waris islam tentang panghalang
menerima warisan. Buktinya seperti tercermin dari fatwa MUI pada tahun

2005, pemberian harta kepada orang yang berbeda agama melalui jalur waris
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berkebalikan hukumnya dengan pemberian harta melalui jalur hibah, wasiat
dan hadiah.*
E. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan tindakan ikhtiyariyyah yang dilakukan
penguasa atau hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang
yang telah meninggal dunia yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat
yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena
adanya suatu halangan syara’terhadap kerabat yang tidak menerima harta waris
karena terhalang syara’maka mereka diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan pewaris.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang kehilangan haknya
karena halangan syara’ seperti anak angkat, perbedaan agama dan anak zina
tidak ditemukan sebuah rujukan yang soreh dalam Al-Qura’n dan hadits, tetapi
menjadi bagian dari masalah ijtihadiyyah.

Dalam perspektif hukum islam terwujudnya wasiat wajibah adalah
sejalan dengan pandangan islam sebagai agama yang bertujuan untuk
merealisasikan suatu perwujudan dari prinsip kadilan serta kasih sayang yang
terdapat dalam ajaran islam itu sendiri seperti yang disebutkan dalam Al-
Qur’an dan banyak hadits. Perasaan kasih sayang yang terjalin dalam suatu
keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian bagian melalui wasiat sebagai

bentuk kasih sayang antar umat manusia kepada manusia lainnya. Semuanya

%8 |bid, him. 166-169
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dimaksudkan untuk kebaikan, menghindari konflik di dunia yang berdampak
besar bagi terciptanya kerukunan dan ketentraman keluarga.
. Praktik di Pengadilan

Dua putusan Mahkamah Agung (MA) yakni nomor: 368 K/AG/1955
tanggal 16 juni 1998 dan nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 september 1999,
adalah yang paling banyak disoroti oleh publik penyebabnya adalah karena
melalui dua putusan tersebut, MA memutuskan memberikan bagian warisan,
tepatnya dengan wasiat waibah, kepada ahli waris non muslim tidak dinyatakan
sebagai ahli waris serta mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang
muslim.

Di satu sisi dua putusan tersebut memang bisa dijadikan sebagai contoh
upaya inovasi yurisprudensialyang dilakukan oleh hakim atau lembaga
peradilan. Selain karena hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan
putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang
dianggap kontradiktif, putusan MA diatas tentu didasari oleh banyak
pertimbangan lain, semisal menjaga keutuhan keluarga, mengakomodir realitas
sosial masyarakat indonesia yang plural dan memenuhi rasa keadilan. Putusan
tersebut tentu memberikan warna baru dalam wacana hukum waris Islam.

Namun di sisi lain, putusan MA tersebut masih menyisakan beragam
persoalan, baik yang terkait dengan pijakan metedologis (ushul figh ) maupun
pijakan yuridis. Secara metodologis, masih terjadi kesimpang-siuran di

kalangan pemerhati hukum islam tentang ijtihad, fatwa maupun putusan
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pengadilan yang berlawanan dengan teks Al-Qur’an dan hadits. Sementara
secara yuridis, putusan tersebut tidak memiliki acuan yang baku, karena
berlawanan dengan ketentuan dalam KHI yang tidak memberikan harta bagi
ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli
waris dari pewaris muslim. Pengambilan putusan seperti itu kurang sejalan

dengan prinsip kepastian hukum, terutama yang terkait dengan sumber hukum.
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah bersifat Kualaitatif, menurut Lexy J.
Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat pemberian penjelasan
(deskriptif), artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat
dan di dengar serta dibacanya (via wawancara, atau bukan catatan lapangan dan
lain-lain).

B. Lokasi dan waktu penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pahieme, Kecamatan Sorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Lokasi tersebut peneliti pilih karena
pengamatan peneliti secara langsung tentang pembagian harta warisan di desa
tersebut, dan agar peneliti lebih mudah untuk melaksanakan wawancara secara

langsung.

'Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), him. 6.
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Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2018 sampai dengan selesai.
C. Sumber Data
Data yang peneliti cari haruslah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2, yaitu :
1. Sumber data primer
Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber utama dalam
penelitian ini yakni masyarakat Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat
Kabupaten Tapanuli Tengah melalui observasi dan wawancara langsung
dengan orang yang akan diteliti seperti kepala desa, tokoh adat dan pihak yang
terkait lainya.
2. Sumber data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau
penelaahan dari berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan
masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.?
D. Tehnik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian,
karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Penelitian ini menggunakan 3(tiga) tehnik pengumpulan data, yaitu :

2 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2013), him. 156.
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1. Observasi
Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang sangat

lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya
merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera berupa
penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi langsung dari
orang yang akan diteliti yang diperlukan untuk menjawab masalah
penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara vyaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.?
Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman sumber
data terhadap realitas social yang di kontruksi dalam diri serta interpretasi
seseorang terhadap hal itu.

Pada hakikatnya wawancara ini  merupakan kegiatan untuk
memperoleh informasi dari masyarakat terhadap persoalan-persoalan
penelitian ini dan juga sebagai tehnik utama yang paling urgen dalam
suatu penelitian kualitatif dan juga untuk membantu memperkuat hasil

dari tehnik pengumpulan data yang tersebut diatas.

*Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2010), him. 198.
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3. Menggunakan dokumen
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang
berbentuk dokumentasi yaitu berbentuk surat. Data berupa dokumen
seperti ini bias dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa
silam.
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu di kemukakan rencana uji keabsahan data yang
akan dilakukan. Setelah mengadakan observai, penggunaan dokumen dan
wawancara, peneliti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode
kualitatif.

Adapun tehnik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu
dengan menggunakan triangulasi.Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu. Denzin, yang
dikutip Moleong, mengemukakan bahwa membedakan empat macam triangulasi
sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik dan teori.

Jadi, triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-
perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu penelitian sewaktu
mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

pandangan. Dengan kata lain, dengan triangulasi peneliti dapat me recheck
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temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode
dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:
a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.
c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat
dilakukan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif , ditinjau
dari proses sifat dan analisis datanya maka dapat digolongkan kepada research
deskriptif.

Adapun langkah-langkah dan tehnik untuk menganalisis data, penulis
berpedoman kepada pendapat Lexy J. Maleong yang mengatakan bahwalangkah-
langkah dan tehnik untuk menganalisis data kualitatif antara lain :

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat
yang sistematis.

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih
kurang dan mengesampingkan yang tidak relavan.

3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil

pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
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4. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa
kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.*
Kajian Terdahulu

Hukum waris islam bukanlah sebuah hal baru yang muncul di tengah-
tengah ummat muslim, tentunya sudah banyak orang yang melakukan penelitian
seputar hukum kewarisan. Akan tetapi, penulis belum melihat penelitian yang
meneliti tentang pemberian harta waris beda agama khususnya di Desa Pahieme
sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian.

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti lain seputar kewarisan yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Murtika
seorang mahasiswi IAIN Padang sidimpuan pada tahun 2015, dengan judul
“Pembagian Harta Warisan di Desa Tanjung Mompang  Kecamatan
Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal” . Fokus penelitian ini adalah
semua ahli waris baik laki-laiki maupun yang perempuan harta warisan dibagi
sama rata.’

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamzam Pasaribu pada tahun
2014 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada

Masyarakat Muslim Desa Bottot Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli

* Amirul Hadi & Haryono, Metodologi Penelitian , (Bandung : Setia Jaya, 2005), him. 107.
*Murtika, Pembagian Harta Warisan Di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan

Utara Kabupaten mandailing natal. IAIN Padangsisimpuan tahun 2015.
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Tengah”. Fokus penelitian ini adalah bahwa harta warisan tidak akan dibagikan
kepada ahli waris apabila kedua orang tuanya belum meninggal dunia.®

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Doli Iskandar Lubis
seorang Mahasiswa [AIN Padangsidimpuan pada tahun 2017 dengan judul”
Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Tradisi Studi Atas Pembagian
Rumah Warisan Terhadap Anak Laki-laki Bungsu Dikelurahan Sayur
Matinggi Kecamatan Sayur Matinggi Kecamatan Tapanuli Selatan”Fokus
penelitian ini adalah bahwa setiap anak laki-laki bungsu mendapat warisan rumah
dari si pewaris tanpa melihat sedikit banyaknya harta yang ditinggalkan sipewaris.

Dengan demikian judul penelitian saya ini tidak sama dengan yang diatas
dimana skripsi ini membahas tentang pembagian harta warisan beda agama, fokus
penelitiannya setiap ahli waris tetap mendapat warisan meski beda agama di

Desa Pahieme Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah.

®Andhita Sellasari, Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dengan Pewaris Terhadap
pembagian Harta Waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Universitas Jember tahun 2011
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian
a. Letak Geografis
Penelitian ini dilakukan di Desa Pahieme 1 Desa tersebut
merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten
Tapanuli Tengah dengan luas wilayah 1,65 km2. Potensi pertanian dan
perkebunan di Desa ini cukup besar hal ini dapat dilihat dari luas sawah
dan perkebunan yang ada di Desa itu, kebun karet, sawit, bertani, dan
ternak lembu dan babi merupakan mata pencaharian masyarakat tersebut.*
Batas-batas wilayah Desa Pahieme 1 yaitu sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Pahieme 2.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pasar Sorkam.
c. Sebelah timur berbatasan dengan Sipea-pea.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Pane.?
b. Keadaan Penduduk
Jumlah penduduk Desa Pahieme 1 secara keseluruhan vyaiu
berjumlah 750 jiwa. Penduduk di Desa ini didominasi oleh penduduk
berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 256 jiwa, sedangkan jumlah

penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 254 jiwa. Jumah

'Batahi Roha Simanungkalit, Kepala Desa Paheme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29
Desember 2018.
’Data Administrasi Desa Pahieme 1 Tahun 2018.
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kepala keluarga di Desa Pahime 1 yaitu 122 kepala keluarga.*Untuk lebih

jelasnya akn di paparkan dalam tabel berikut:

TABEL

Keadaan penduduk Desa Pahieme 1

berdasarkan tingkat usia

NO Tingkat Usia Laki-laki Perempuan | jumlah | Persentase
1 0-04 tahun 33 37 70 9,21%
2 5-19 tahun 121 137 258 33,94%
3 20-44 tahun 143 134 277 36,44%
4 45-74 tahun 71 88 159 20,29%
5 75 tahun keatas 3 3 6 0,78%
JUMLAH 760 100%

Mata pencaharian penduduk Desa Pahieme 1 didominasi pada

sektor Pertanian dan Perkebunan dan Peternakan disampaing itu ada juga

yang berprofesi sebagai Pedagang, Tukang Bangunan, PNS, Sopir.* Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

*Data Administrasi Desa Pahieme 1 Tahun 2018

TABEL

Keadaan Penduduk Desa Pahieme 1

Menurut Jenis Mata Pencaharian

*Batahi Roha Simanungkalit, Kepala Desa Pahieme 1, WawancaraPribadi, Tanggal 29

Desember 2018.
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NO Jenis Perjaan Jumlah Persentase (%0)

1 Petani 240 65,85%

2 | Ternak babi 20 4,87%

3 | Ternak lembu 10 3,65%

4 | Honor 30 7,31%

5 | Ternak kerbau 10 2,43%

6 | Pedagang 20 4,87%

7 Sopir 10 2,43%

8 PNS 15 3,65%

9 | Tidak bekerja 50 12,9%
Jumlah 395 100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian

masyarakat Desa Pahieme 1 adalah petani dan berkebun karena disamping

tanah persawahan yang cukup luas dan juga perkebunan yang subur

membuat para warga masyarakat

menjalankan usaha dibidang bertani dan berkebun.

c. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Desa Pahiemel tertarik

intuk
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Agama merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap kehidupan
manusia untuk memberikan arah tujuan dan juga sebagai tuntunan dalam
kehidupannya. Masyarakat Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat
merupakan Desa dengan agama 70% Kristen dan 30% beragama Islam.’
Merupakan masyarakat yang berbaur antara Islam dan Kristen dalam
kehidupan bermasyarakat seperti acara pernikahan dan pergaulan sehari-
hari sehingga tidak jarang masyarakatnya pindah agama, yang agama
Islam masuk kristen dan yang agama Kristen masuk Islam, dan sebagian
besar masyarakat Desa Pahieme 1 pindah agama disebabkan karena
perkawinan beda agama, jika mereka ingin melangsungkan perkawinan
maka salah satu dari mereka harus pindah agama.®
2. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia. Hanya dengan melalui pendidikan manusia mampu mengubah
kehidupannya kearah yang lebih baik, bukan hanya untuk pribadi yang
bersangkutan saja, pendidikan dan pemikiran yang maju terutama bagi
generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan oleh sebuah bangsa demi
kemajuan bangsa dan negaranya dan sudah merupakan cita-cita suatu

bangsa. Begitu juga dalam suatu Desa misalnya, kemajuan suatu Desa

sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya.

2018

°Data Administrasi Desa Pahieme 1 Tahun 2018
®Sapri Hutabarat, tokoh Adat Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Desember
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Dibawah ini merupakan tingkat pendidikan masyarakat Desa

Pahieme 1 adalah sebagai berikut:’

TABEL
Keadaan Penduduk Desa Pahieme 1
Berdasarkan tingkat Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 Belum Sekolah 103 13,55%
2 Sekolah Dasar 205 26,97%
4 SMP 120 12,34%
6 SMA 195 25,73%
7 Perguruan Tinggi Agama 5 0,65%
8 Perguruan Tinggi Umum 40 5,26%
9 Tidak tammat SD 45 5,60%
Jumlah 710 100%

B. Hasil Temuan

a. Pengetahuan Masyarakat Desa Pahieme 1 terhadap hukum

Kewarisan Islam

"Data Administrasi Desa Pahieme 1, Tahun 2018.
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Masyarakat Desa Pahieme 1 hanya 30% yang beragama Islam dan
70% beragama Kristen, dalam hal ini pembagian harta warisan secara
islam hanya sebagian kecil yang mengetahuinya dan memahaminya tanpa
menerapkannya walaupun ada yang menerapkanya hanya sebagian kecil
saja. Masayarakat lebih berpegang pada sistem kewarisan yang selama ini
diterapkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Mereka masih kurang
memahami secara detail sistem hukum waris islam baik tentang macam-
macam ahli waris, bagian-bagiannya maupun asas-asas kewarisannya,
meski ada sebagian kecil masyarakat yang paham sistem kewarisan
islam.®

Berikut ini akan dipaparkan pemahaman dan pengetahuan
masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat tentang sisitem
kewarisan hukum islam. Dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap
hukum kewarisan Islam, apakah mereka mengetahui bahwa Islam
mempunyai aturan-aturan tentang pembagian harta warisan yang adil.

Pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam
Barat tentang sistem kewarisan Islam sesuai dengan yang disampaikan
tokoh agama di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat yang
mengatakan bahwa pengetahuan masarakat tentang sistem kewarisan

Islam kurang baik, mereka kurang tahu sistem waris Islam secara

2018.

8Ayah naibaho, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancara pribadi, Tanggal 29 Desember
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mendetail dan sisitem kewarisan yang mereka lakukan belum sesuai
dengan hukum islam. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui
bahwa Islam memiliki aturan-aturan tentang pembagian harta warisan,
karena rata-rata pendidikan dari masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan
Sorkam Barat yang melakukan pembagian warisan pada saat ini adalah
hanya sampai tammat SMP, bahkan ada yang tidak sekolah, dan pada
tingkat sekolah SMP belum mempelajari tantang hukum kewarisan

islam.?

Hal serupa juga dikatakan oleh Sapri Hutabarat bahwa Masyarakat
Desa Pahieme 1 pada umunya mengetahui islam mempunyai aturan-
aturan tentang pembagian harta warisan, namun mereka hanya sekedar
mengetahui saja dan hanya sedikit yang paham akan aturan-aturan
tersebut. Oleh karena itulah hukum kewarisan islam tidak diterapkan
dalam pembagian warisan di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat.'°

Batahi Roha Simanungkalit juga mengatakan bahwa masyarakat
di Desa Pahieme 1 yang minoritas muslim adalah salah satu faktor yang
menyebabkan hukum waris islam tidak dipakai, karena di Desa Pahime 1

Kecamatan Sorkam Barat yang lebih kuat adalah adat.™*

2018

2018

°Ayah naibaho, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancaara Pribadi, Tanggal 29 Desember
19Sapri Hutabarat, Tokoh Adat Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Desember

'Batahi Roha Simanungkalit, Kepala Desa Pahime 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29

Desember 2018.



56

Altani Gorat juga menyampaikan bahwa Masyarakat Pahieme 1
Kecamatan Sorkam Barat hanya sekedar tahu saja bahwa islam
mempunyai aturan-aturan tentang pembagian warisan, namun untuk
melaksanakannya masyarakat tidak paham dan kebetulan pada saat itu
sekolah pesanteren tidak ada dikampung mereka dan sangat jauh dan

menurut mereka pembagiannya juga sangat rumit.*2

b. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Ahli waris dan bagian-bagiannya dalam hal ini dimaksudkan
untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat Desa Pahieme 1
Kecamatan Sorkam Barat tentang siapa saja yang berhak atas harta
warisan dan bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam.
Menurut tokoh agama Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat bahwa
hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui siapa-siapa saja yang
berhak menjadi ahli waris dan juga tentang bagian-bagiannya sesuai
dengan hukum islam, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Desa
Pahieme 1 minim akan pengetahuan tentang agama karena masyarakat
yang masih bisa dikatakan tertinggal dalam pendidikan agama
masyarakatnya lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah

umum.®3

2Altani Gorat dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,

Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

2019

BAsrul Sigalingging, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Janiari
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Pada umumnya yang sering dijadikan ahli waris dalam pembagian
harta warisan adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Mengenai soal
bagian yang akan diterima antara anak laki-laki dan anak perempuan
yakni semua sama rata tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.**

Hal yang serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota
masyarakat Desa Pahieme 1, bahwa beliau hanya sekedar mengetahui saja
bahwa ada aturan-aturan tentang pembagian harta warisan didalam agama
Islam, namun tidak tahu tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan bagian masing-masing ahli wais tersebut. Tetapi yang pernah ia
laksanakan dengan keluarganya hanya dengan kesepakatan bersama
dengan memanggil semua anak-anaknya dan tidak mengundang tokoh
agama yang paham terhadap pembagian harta warisan secara islam.**

Jika dilihat dari segi pengetahuan masyarakat tentang ahli waris
dan bagian-bagian nya menurut hukum islam sangat sedikit yang
mengetahuinya hanya tokoh agamanya saja, adapun yang mengetahuinya
tapi tidak melaksanakannya karena sudah terbiasa dengan hukum waris
yang selama ini diterapkan oleh masyarakat tersebut.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh sebagian anggota

masyarakat Desa Pahieme 1 seputar siapa saja yang berhak menjadi ahli

“Tinorhon dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,
Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

>Turutan Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,
Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019
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waris dan bagian-bagiannya masing-masing lebih mengarah kepada
ketidaktahuan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh
agama Desa Pahieme 1 bahwa banyak masyarakat yang masih kurang
memahami dan mengetahui tentang pembagian harta warisan, yaitu siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing
ahli waris."®

Menurut salah satu tokoh agama masyarakat Desa Pahieme 1
bahwa pembagian harta warisan yang dilaksanakan didalam masyarakat
tersebut dilaksanakan secara pribadi-pribadi saja, tanpa mengundang
tokoh agama yang paham terhadap pembagian harta warisan secara hukum
Islam. Tidak ada satu keluarga dalam, masyarakat Desa Pahieme 1 yang
membagi harta warisan berdasarkan hukum  faraid, pelaksanaan
pembagian harta warisan dilakukan sesuai kehendak masing-masing
dalam keluarga tersebut."’

Anggapan masyarakat jika pembagian harta warisan itu
dilaksanakan diluar hukum islam maka pembagiannya dikatakan sesuai
hukum adat, jadi pembagian harta warisan yang dilakukan secara adat itu

berbeda-beda artinya sesuai dengan kehendak masing-masing.®

2019

2018

2018

18Asrul Sigalingging, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari
7 Ayah naibaho, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 januari

'8Sapri Hutabarat, Tokoh Adat Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Januari
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Menurut beliau juga pembagian harta warisan di Desa Pahime 1
masih jauh dari ketentuan hukum Islam, sejauh ini belum pernah dijumpai
masyarakat yang membagi warisan sesuai dengan hukum waris Islam.
Masyarakat lebih menerapkan pembagian harta warisan mereka dengan
kehendak mereka sendiri. Sering terjadi pembagian harta warisan itu
dengan jalan kesepakatan bersama atau secara adat dan kebiasaan.
Misalnya saja ketika harta warisan sudah dibagi kepada semua ahli waris
orangtua yang masih hidup masih berhak mengambil hasil dari warisan
mana saja yang ia sukai selagi ia masih hidup, dan sudah menjadi
kesepakatan diwaktu pelaksanaan pembagian warisan.

Kewarisan Beda Agama di Desa Pahieme 1

Kemudian setelah dikemukakan pengetahuan masayrakat Desa
Pahieme 1 tentang kewarisan hukum Islam, berikutnya akan
dikemukakan tentang kewarisan beda agama di dalam masyarakat Desa
Pahieme 1 Kecamatan Sorkam Barat.

Kalangan masyarakat desa pahiemel yang melakukan pembagian
harta warisan tidak berdasarkan hukum islam disebabkan beberapa faktor.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Safri Hutabarat faktor penghalang
yang ditemui dalam pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum
islam dikalangan masyarakat Desa Pahieme 1 adalah kuatnya pengaruh
adat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dan

juga karena masyarakatnya yang minoritas Islam merupakan salah satu
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penyebab masyarakat sulit menerapkan sistem hukum waris Islam,
masyarakat lebih patuh terhadap hukum adat termasuk dalam proses
pembagian harta warisan. Proses pembagian harta warisan terhadap ahli
waris beda agama dikalangan masyarakat Desa pahieme 1 merupakan
suatu hal yang biasa dilakukan, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat
Desa Pahieme 1 jika ada ahli waris yang beda agama mereka tetap
memberikan warisan kepada ahli waris tersebut tanpa membedakan agama
si ahli waris.”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Turutan Pasaribu bahwa jika
ada ahli waris yang beda agama dikeluarga tersebut maka ahli waris yang
beda agama itu tetap mendapat warisan dari sipewaris tanpa membedakan
agama, dan sistem pembagiannya sama rata baik laki-laki maupun
perempuan dan sistem pembagian tersebut merupakan kebiasaan
masyarakat Desa pahieme 1.%

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tinorhon Pasaribu
bahwa ahli waris beda agama menurut pandangan sebagian masyarakat

pahieme 1 bukan merupakan penghalang kewarisan, memang ada

2018

Sapri Hutabarat, Tokoh Adat Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Januari

2Turutan Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,

Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019
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sebagian masyarakat yang tahu bahwa salah satu penghalang kewarisan
adalah perbedaan agama antara sipewaris dengan ahli waris.*

Dari hasil wawancara dengan Batahi roha beliau menyampaikan
bahwa masyarakat Desa Pahieme 1 biasa melakukan pembagian warisan
dengan ahli waris yang beda agama, pengetahuan beliau tentang ahli waris
beda agama di masyarakat Desa Pahiemel hanya sebatas tahu bahwa
masyarakatnya melakukan pembagia warisan terhadap ahli waris beda
agama berhubung karena beliau beragama kristen.?

Di masyarakat Desa Pahieme 1 memang banyak yang pindah
agama, salah satunya disebabkan karena faktor perkawinan dan
kebanyakan yang pindah agama tersebut adaalah dari pihak laki-laki
termasuk anak saya yang pertama dan meskipun sudah beda agama namun
tetap saya berikan bagian harta warisan kepada anak saya tanpa saya
bedakan dengan anak saya yang lainnya semua saya bagi rata.®

Ismail juga menyampaikan bahwa kebiasaan masyarakat Desa
Pahieme 1, yang memberikan warisan kepada ahli waris beda agama
sudah berlangsung lama dan sudah merupakan kebiasan masyarakat Desa
Pahieme 1, dan sisitem pembagiannya adalah sama rata tanpa

membedakan agama si ahli waris, meskipun dibagi sama rata jika ada ahli

1Tinorhon Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda
agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

*?Batahi Roha, Kepala Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Januari 2018

Altani Gorat dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,
Wawancara Pribadi, Tanggal 3 januari 2019
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waris yang ekonominya lebih mapan dari saudaranya,maka dia akan
memberikan sebagian dari hartanya kepada saudaranya yang ekonominya
kurang karena di adat batak persaudaraan adalah segalanya dibandingkan
dengan harta, dan mereka sangat malu jika ada saudaranaya yang

bertengkar hanya karena pembagian harta.*

. Alasan-alasan Masyarakat Pahieme 1 Memberikan Warisan Kepada

Ahli Waris Beda Agama

Salah satu penyebab Masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan
warisan kepada ahli waris beda agama adalah sebagaimana yang telah
disampaikan oleh Asrul Sigalingging, bahwa salah satu yang
menyebabkan masyarakat memberikan warisan kepada ahli waris beda
agama adalah karena kurangnya pengetahuan tentang agama, di
masyarakat Desa Pahieme 1 jika dilihat dari segi pengetahuan tentang
agama terutama pengetahuan tentang warisan islam masih jauh dari yang
diharapkan, berhubung karena masyarakatnya yang minoritas muslim dan

yang lebih kuat dan berpengaruh adalah adat.”®

**|smail tampubolon dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda

agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Desember 2018

2019

> Asrul Sigalingging, Tokoh Agama Desa Pahieme 1, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari
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Alasan yang lain masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan
kepada ahli waris beda agama adalah karena masyarakat Desa Pahieme 1
sangat takut terjadi pertengkaran bahkan bisa jadi pertumpahan darah jika
warisan tidak diberikan kepada ahli waris yang beda agama tersebut.
Kebetulan dulu saya juga agama kristen setelah saya jadi muslim saya
tetap mendapat warisan dari orangtua saya, meskipun anak saya masuk
kristen saya tetap memberikan warisan kepada anak saya tersebut.?®

Sebagaimana yang telah diungkapakan oleh Tinorhon Pasaribu
bahwa salah satu dari anaknya pindah agama dan setelah dilakukan
pembagian warisan anaknya yang pindah agama tersebut tidak diberikan
warisan dan anaknya tersebut marah kepada saudaranya dan menuntut
supaya diberikan warisan, untuk menjaga kerukunan ankanya yang
bersaudara tersebut maka anaknya yang pindah agama tersebut diberikan
warisan sama dengan ahli waris yang lainnya.

Di masyarakat Desa Pahieme 1, meskipun kedua orang tua masih
hidup warisan sudah dibagi terkadang dibagi setelah salah satu pewaris
meninggal dunia untuk menghindari pertengkaran diantara ahli waris
dikemudian hari. Dengan sarat orangtua bebas mengambil hasil dari harta

tersebut sebelum pewaris meninggal dunia.”’

6 Altani Gorat dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,
Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019

?"Tinorhon Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda
agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019
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Hasil wawancara dengan Turutan Pasaribu salah satu warga yang
membagi warisan kepada ahli waris beda agama yang mempunyai tujuh
anak bersaudara, lima orang laki-laki dan dua orang perempuan. Anaknya
laki-laki yang terahir pindah agama kristen dan setelah melakukan
pembagian harta warisan anak yang pindah agama tersebut tetap mendapat
warisan dengan alasan karena walaupun sudah beda agama dia tetap anak
saya, darah daging saya, kalau masalah agama itu belakangan daripada
nanti anak saya bertengkar hanya karena masalah warisan, saya malu
apalagi anak saya yang pindah agama adalah anak yang terahir yang sudah
lama merawat saya, saya kasihan kalau hanya karena beda agama dia tidak
mendapat warisan.?®

Hasil wawancara dengan Ismail salah satu warga Desa Pahieme 1
yang mempunyai lima anak bersaudara, tiga anak laki-laki an dua anak
perempuan dimana salah satu anknya yang laki-laki pindah agama kristen
dan setelah melakukan pembagian warisan anaknya yang pindah agama
tetap mendapat warisan dari orangtuanya dengan alsan karena pewaris
sangat sayang kepada anaknya apalagi di adat batak sangat terkenal istilah
anakki do hamoraon diau juga mereka sangat malu jika ada anak mereka
yang bertengkar hanya karena masalah warisan, mereka juga malu hanya

karena masalah warisan tidak diberikan anak mereka terlantar dan hidup

**Turutan Pasaribu dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda agama,
Wawancara Pribadi, Tanggal 3 Januari 2019
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miskin, apalagi anak mereka yang baru menikah dan belum mempunyai
apa-apa untuk biaya hidup keluarganya.?
C. Analisis Hasil Penelitian

Hukum kewarisan Islam sangatlah penting perannya dalam kehidupan
bermasyarakat khususnya kehidupan berkeluarga, hal ini di karenakan hukum
kewarisan Islam mengatur pembagiannya secara adil. Karena masyarakat
tidak akan pernah lepas dari masalah kewarisan, ketika seseorang meninggal
dunia maka perlu sebuah aturan-aturan yang adil untuk mengatur pembagian
harta peninggalannya. Dengan aturan-aturan yang adil tersebut masyarakat
akan memperoleh hak-haknya atas harta peninggalan dari keluarganya
masing-masing. Aturan-aturan tersebut akan menciptakan suatu hubungan
keluarga yang tenteram dan harmonis didalam masyarakat.

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh
masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah yang mempunyai pengetahuan hukum
tentang waris Islam yang sangat minim dalam melakukan pembagian harta
warisan secara islam. Dalam hal seperti ini ada beberapa fakator yang
melatarbelakangi masyarakat Desa Pahieme melakukan pembagian harta

warisan diluar hukum waris Islam.

*°|smail Tampubolon dan 4 orang lainnya yang membagi warisan kepada ahli waris beda
agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 29 Desember 2018
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Dalam sistem kewarisan di masyarakat Desa Pahieme dimana ahli
waris yang beda agama dimasyarakat tersebut masih mendapat warisan
sementara dalam hukum waris Islam ahli waris yang beda agama merupakan
salah satu penghalang untuk mendapat warisan dan juga dalam undang-
undang kewarisan Islam yang berlaku di indonesia yaitu kompilasi hukum
Islam melarang ahli waris beda agama untuk mendapat warisan dari ahli
warisnya. Dengan meihat pendapat masyarakat dan tokoh agama peneliti
dapat menganalisa bahwa pembagian harta warisan beda agama yang
dilakukan masyarakat Desa Pahieme merupakan sebuah inovasi hukum dalam
kewarisan islam yang perlu dilakukan.

Dengan melihat dan mempertimbangkan alasan-alasan masyarakat
tersebut dan juga akibat-akibatnya dimasyarakat jika ahli waris beda agama
tidak diberikan warisan. Salah satu akibat jika ahli waris beda agama tidak
diberikan warisan yaitu akan terjadi pertengkaran antara ahli waris bahkan
bisa menimbulkan perkelahian dan permusuhan yang mengakibatkan pada
pembunuhan. Untuk menghindari supaya tidak terjadi hal-hal tersebut maka
ahli waris beda agama diberikan warisan sama dengan ahli waris yang
lainnya.

Maka dapat dilihat bahwa hukum sistem kewarisan yang ada di Desa
Pahieme 1 lebih mengedepankan maslahat untuk menghindari akibat-akibat

yang timbul jika ahli waris yang beda agama tidak diberikan warisan.
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Alasan-alasan masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan

kepada ahli waris beda agama

1. Sebagian pewaris paham bahwa beda agama merupakan
penghalang kewarisan namun tetap dilaksanakan dengan alasan
karena pewaris sangat sayang kepada anaknya dan Kkhawatir
anaknya terlantar jika tidak diberikan warisan tersebut dan juga
demi kemaslahatan dan kerukunan antara ahli waris supaya tidak
terjadi pertengkaran dan permusuhan.

2. Pewaris kurang paham tentang kewarisan islam yang mereka
ketahui hanya garis besarnya saja seperti bagian-bagian ahli
waris,1/2,1/3,2/3 dan seterusnya, dan mereka tidak tahu bahwa
beda agama merupakan penghalang menerima warisan dan mereka
tetap memberinya dengan membagi sama rata.

3. Pewaris tidak tahu bahwa islam mempunyai aturan-aturan tentang
pembagian harta warisan sehingga memberikan warisan tersebut
kepda ahli waris beda agama dengan alasan karena anak sendiri
dan darah daging sendiri.

4. Pewaris tidak tahu bahwa Islam melarang warisan diberikan
kepada ahli waris beda agama karena kuatnya pengaruh adat dan
juga khawatir anaknya tidak mempunyai harta untuk menafkahi

keluarganya.
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5. Dengan melihat alasan-alasan pewaris memberikan warisan kepada
ahli waris beda agama tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa
pembagian harta warisan yang tidak dilaksanakan secara hukum
islam itu boleh dilakukan, karena salah satu sifat hukum kewarisan
itu bersifat mengatur, maka hukum yang ada dapat
dikesampingkan atau tidak dipedomani, seandainya para pihak
berkeinginan lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah
diantara mereka. Dalam hal ini, kalaupun tidak dilaksanakan
ketentuan hukum yang ada perbuatan tesebut tidak dianggap
sebagai perbuatan melanggar hukum karana sifatnya yang sekedar
mengatur itu. Dan sangat memperihatinkan hanya karena masalah
harta warisan tidak diberikan, antara ahli waris saling berselisih
dan bertengkar dan bahkan juga tega saling menghilangkan nyawa.
Hal inilah yang memungkinkan masyarakat Desa Pahieme 1 tetap

memberikan harta warisan kepada ahli waris beda agama.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an
secara akurat dan adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa sistem
kewarisan di Desa Pahieme 1 masih dipengaruhi oleh hukum adat,
pengetahuan tentang kewarisan Islam yang masih kurang srta
kurangnya kesadaran hukum untuk melaksanakan hukum Isalam.

2. Sistem kewarisan yang terdapat di Desa Pahieme yaitu ahli waris beda
agama tetap mendapat warisan dari pewarisnya warisnya sama seperti
ahli waris yang lainnya, dengan alasan bahwa masyarakat Desa
Pahieme 1 khawatir dan takut akan terjadi pertengkaran dan
perselisihan diantara ahli warisnya juga ahli waris sangat sayang pada
ahli warisnya meskipun sudah beda agama itu tetap anak kandungnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat Desa
Pahiemel memberikan warisan kepada ahli waris beda agama
dikarenakan untuk menghindari perkelahian dan permusuhan diantara

ahli warisnya dan juga pewaris sangat sayang kepada ahli warisnya.
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B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyarankan:

1. Untuk masyarakat Desa Pahieme 1 hendaknya berusaha meningkatkan
ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan
undang-undang yang berlaku terutama yang berkaitan dengan hukum
waris Islam.

2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai contoh
dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memerikan pemahaman
kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang
pelaksanaan pembagian warisan terutama dalam hal siapa saja yang
terhalang untuk menerima warisan.

3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam
Barat Kabupaten Tapanuli Tengah hendaknya memahami secara benar
tentang pentingnya waris yang didalam ketentuannya harus jelas dalam
bagian setiap ahli waris dan siapa saja yang terhalang untuk menjadi
ahli waris. Waris bukan hanya menjadi beban di dunia akan tetapi bisa
menjadi beban di akhirat nanti apabila tidak benar-benar menjalankan

sesuai dengan syari’at Islam.
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DAFTAR WAWANCARA

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

peneliti membuat suatu daftar suatu wawancara sebagai berikut :

1.

10.

Bagaimana pandangan masyarakat Desa Pahieme 1 terhadap hukum kewarisan
islam?

Bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat Desa Pahieme 1?

Sistem pembagian harta warisan apa yang sering dilakukan oleh masyarakat
Desa Pahieme 1?

Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Pahieme 1 memakai sistem
pembagian harta warisan secara adat atau kebiasaan?

Apa alasan-alasan masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada ahli
waris beda agama

Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi untuk melaksanakan pembagian
harta warisan sesuai hukum islam?

Upaya hukum apa saja yang dilakukan supaya terlaksananya pembagian harta
warisan sesuai dengan hukum islam?

Siapa sajakah biasanya yang berhak menerima harta warisan secara hukum
adat?

Berapakah bagian ahli waris beda agama di Desa pahieme 1 ?

Apa alasan hukum masyarakat Desa Pahieme 1 memberikan warisan kepada

ahli waris beda agama ?
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